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Niat Berkontestas1 Pohtlk

ELASA (17/7) lalu adalah hari ter-

akhir pendaftaran calon legislatif

‘'untuk Pemilu 2019. Berbondong-
bondong partai-partai politik mendaf-
tarkan para politikusnya. Apa yang men-
jadi niat mereka dalam berpolitik praktis?
Hal ini penting karena bukankah “semua
perbuatan diawali dari niat™

Harold Lasswell (1936) menyatakan bah-
wa politik adalah who gets what, when, and
how yakni persoalan siapa (aktor, yaitu
politikus), ingin meraih apa (tujuan yaitu
kekuasaan), kapan (momentum, misalnya
menjelang kontestasi pemilu) dan bagai-
mana (cara, misalnya dengan menjadi kan-
didat dan berkampanye). Lasswell tidak
mempertanyakan “mengapa”: mengapa
berpolitik dan mengapa menjadi kandidat.
Niat politikus didasarkan pada asumsinya
terhadap jabatan politik yang setidaknya
ada 3.

Pertama, jabatan politik adalah se-
macam lapangan pekerjaan. Terutama
bagi mereka yang profesi atau karirnya
belum mapan. Jabatan politik merupakan
iming-iming ‘pekerjaan’ bergengsi dan
menjanjikan gaji tinggi; bisa juga meru-
pakan perpanjangan dari pekerjaan se-
belumnya, terutama bagi para pensiunan
pegawai, aparatur negara atau pejabat
yang habis masa jabatannya. Untuk men-
cegah post-power syndrome, mereka men-
coba peruntungan tersebut.

Bisnis Pribadi

Kedua, jabatan politik memberi akses
bisnis pribadi yang lebih besar. Di sini sang
aktor menganggap ada hubungan timbal-

balik antara kekuasaan dan kekayaan.

Makin berkuasa makin gampang meraup
kekayaan dan makin kaya makin mudah

‘membeli’ kekuasaan. Kebetulan, parpol

yang menjadi ‘kendaraan’ politik juga
memerlukan ‘bahan bakar’. Maka terjadi-
lah ketegangan antara kader parpol yang
loyal versus péndatang baru yang datang
(atau didatangkan) karena bersedla mem-
beri ‘mahar’.

Adapun, bagi mereka yang sudah
menikmati kongkalikong antara politik
dan bisnis, jabatan politik diasumsikan da-
pat menjamin kelanggengan dominasi

kekayaannya. Yang terakhir ini biasanya
dipedomani oleh segelintir elite pemilik
modal besar yang menjadikan politik prak-
tis sebagai “mainan” dengan menggelon-
torkan sebagian asetnya untuk ‘memodali’
kandidat agar menang. Pada gilirannya,
sang pemenang itu dituntut-balik mem-
buat kebijakan publik yang lebih berpihak
kepada korporasi atau grup bisnis pe-
modalnya tersebut;

Ketiga, jabatan politik merupakan pang-
gilan dari amanat penderitaan rakyat.
Titipan penderitaan rakyat adalah agar pe-
jabat politik terpilih nantinya akan senan-
tiasa berjuang melindungi bangsa dan
tumpah-darah Indonesia, mencerdaskan
kehidupah bangsa. Juga memajukan kese-
jahteraan umum, dan ikut serta menjaga
ketertiban dunia, sebagaimana cita-cita ne-
gara Indonesia yang tertera di dalam
Pembukaan UUD 1945.

Jika Anda berada dalam posisi sebagai
politikus yang menjadi kandidat pejabat
politik, niat mana yang Anda jadikan do-
rongan awal dalam berpolitik praktis?

Politikus muncul dari warga yang
berhak, berkemampuan, dan berkesem-
patan meraih jabatan-jabatan politik.
Barangsiapa yang memenangi kontestasi
politik tersebut akan mendapatkan ja-
batan politik dengan se-

negara dan bangsa Indonesia di atas"
Amoral -

Bagi politikus amoral, tujuan meme-
nangi kontestasi merupakan ultima-ratio
dalam berpolitik praktis. Sehingga tujuan
itu menghalalkan cara akan ditempubh.
Mulai dari yang legal dan etik hingga skan-
dal dan intrik-intrik intra-parpol pada
tahap pencalonan. Juga ‘mahar’ politik,
pragmatisme koalisi, berbagai kejahatan
politik seperti black-campaign, character
assasination, money-politics, vote-buying,
termasuk pat-gulipat dengan penyeleng-
gara pemilu. Apakah tujuan mulia bisa di-
wujudkan dengan cara-cara batil dan jahil
seperti ini? Sudah berapa banyak pejabat
politik terpilih yang karirnya berujung di
hotel prodeo karena terjerat korupsi, ko-
lusi, nepotisme, maupun perilaku batil
lainnya?

Yang diharapkan bangsa ini adalah kan-
didat yang memiliki niat mengemban
amanat penderitaan rakyat, selaras de-
ngan cita-cita negara dan Bangsa Indone-
sia. Bagi siapa pun, amanat adalah tugas
yang sangat berat. Di mana pun, amanat
akan dituntut pertanggungjawabannya.
Dan sampai kapan pun, pemegang amanat
adalah pelayan rakyat. Jabatan bukan un-
tuk dibangga, apalagi menjadikan pengem-
bannya bersikap arogan. J- o

*)Bambang Wahyu Nugroho SIP MA,

Dosen Fisipol UMY.

gala pengaruh, kewenang-
an, dan kekuasaan yang
melekat padanya. Selain
itu, kekuasaan politik ju-
ga berarti sebuah akses
untuk mendayagunakan
kekayaan, fasilitas, dan
aparatur negara. Dengan
potensi sebesar itu, ke-
kuasaan politik memiliki
daya tarik kuat bagi se-
jumlah orang untuk mem-
perebutkannya. Namun
demikian, apakah ke-
kuasaan yang diraih itu
bisa diandalkan (reliabel)
untuk mencapai cita-cita
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Gelombang pasang menghantam Pantai Selatan.
-- Tingkatkan kewaspadaan.
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Masyarakat muleﬁ demam Asian Games.
-- Jangan demam panggung.
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Mayoritas Bacaleg harus melengkapi persyaratan.
-- Ingat batas akhirnya.
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